
 

BUPATI TOLIKARA 

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN 

 

PERATURAN BUPATI TOLIKARA 

NOMOR 17 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

Lampiran : 1 (satu) 

BUPATI TOLIKARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6697); 



4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong 

Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan 

Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, 

Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven 

Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk 

Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua 

(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 4245); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 

4437); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 



Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang  Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan 

Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6805); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Daerah Kabupten/Kota (Lembaran Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan 

Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Reublik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 

Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang 

Penerimaan, Pengelolaan,Pengawasan, dan Rencana Induk 

Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi 

Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6731); 

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri  Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Tolikara (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tolikara Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

dengan Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan 

Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 5 



Tahun 2018 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara 

Tahun 2021 Nomor 5) . 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 02 Tahun 2022 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 02). 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TOLIKARA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

2. Daerah adalah Kabupaten Tolikara. 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tolikara. 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan 

milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah 

tersebut. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 

keuangan daerah. 

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang 

disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Tolikara. 

7. Peraturan Bupati yang adalah Peraturan Bupati Tolikara. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 

ditetapkan dengan Perda. 

9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN 

kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan 



Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam 

APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan 

urusan Daerah. 

14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan 

kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu 

dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk 

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi. 

16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran berkenaan. 

18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, 

dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 

(satu) tahun. 

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap 

program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana 

kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang 



memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen 

yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 

SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 

digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 

22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) 

atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja 

perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 

pembangunan Daerah. 

23. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 

(satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai 

bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 

yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 

beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai 

masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk 

barang/jasa. 

24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tolikara 

selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

25. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah. 

26. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi SKPD yang dipimpin. 

27. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 

disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan pada SKPD. 

28. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

penerimaan  daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

29. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, membayarkan dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

 



30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 

DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja 

dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran oleh pengguna anggaran. 

31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang 

selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna 

anggaran. 

 

Pasal 2 

(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. pengelolaan keuangan daerah; 

b. APBD; 

c. penyusunan rancangan APBD; 

d. penetapan APBD; 

e. pelaksanaan dan penatausahaan; 

f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan 

APBD; 

g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; 

h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD; 

i. kekayaan daerah dan utang daerah; 

j. penyelesaian kerugian keuangan daerah; 

k. informasi keuangan daerah; 

l. pembinaan dan pengawasan. 

(3) Ketentuan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 

Bupati Tolikara Nomor 24 tahun 2019 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tolikara 

(Berita Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2019 Nomor 24) dicabut 



dan dinyatakan tidak berlaku; 

(2) Peraturan Bupati lainnya terkait Pengelolaan Keuangan Daerah 

dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. 

 
        Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tolikara. 

Diundangkan di Karubaga 

Pada tanggal  7 Maret 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLIKARA, 

                        CAP/TTD 

                 YOSUA NOAK DOUW 
 

 Salinan  sesuai Dengan Aslinya 

     KEPALA BAGIAN  HUKUM 

 SETDA KABUPATEN TOLIKARA 

 

 

 

         RONALD KAPELLE,SH 

       NIP. 19810504 200605 1 001 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2023 NOMOR 17 

 

 Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

: 
: 

Karubaga 
7 Maret 2023 

  

Pj. BUPATI TOLIKARA 

CAP/TTD 

MARTHEN KOGOYA 


